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BUPATI SINTANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SINTANG 

NOMOR 10 TAHUN 2017 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS 

BEBAN KERJA BULAN JANUARI TAHUN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SINTANG, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan 
Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat 
memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai 
Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang 
obyektif dengan memperhatikan kemampuan 
keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

b. bahwa ... 
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b. bahwa sehubungan 
Daerah Kabupate, "&an pelaksanaan Peraturan 
tentang Pember," intang Nomor 7 Tahun 2016 Kabup~ten gs,,""kan dan susunan Perangkat Daerah 
Jabatan pa, "8 yang berkaitan dengan Pengisian 

. rang at Daerah yang baru selesai 
dilaksanakan pada bulan Februari Tahun 2017. maka 
ketentuan Pasal 9 Pe u B .. ' ceraturan upati Sintang Nomor 
141 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi 
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 
Anggaran 2017 yang menyatakan bahwa pemberian 
tambahan penghasilan mulai berlaku sejak tanggal l 
Januari Tahun 201 7 dengan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Oaerah 
Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Sintang, tidak dapat dilaksanakan untuk 
pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sintang atas beban kerja bulan Januari Tahun 2017, 
dengan alasan bahwa pada bulan Januari Tahun 
2017 Susunan Organisasi Perangkat Daerah masih 
berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten 
Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupatcn Sintang Nomor 5 Tahun 2013; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf b , maka untuk mengakomodir 
pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang 
atas bcban kerja bu Ian Januari Tahun 2017, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang 
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas 
Beban Kerja Bulan Januari Tahun 2017; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di 
Kalimantan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang ... 
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3263) scbagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 141); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4017) sebagaimana tel ah diu bah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4193); 

8. Peraturan 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 200 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4194); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 203 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
Repuhlik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

I I. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang 
Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 
2016 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017; 

14. Peraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 25 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 
2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Nomor 3); 

16. Peraturan .., 



16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sin tang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5); 

Menginga! 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN 
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS 
BEBAN KERJA BULAN JANUARI 2017. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang. 

2. Pemerintah Dae rah adalah Bupati 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah 
pelaksanaan urusan Pemerintahan 
kewenangan daerah otonom. 

sebagai unsur 
yang memimpin 

yang menjadi 

3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada 
Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada 
Kepala Dae rah dalam rangka penyelenggaraan 
Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, 
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis 
Daerah, Kecamatan dan Satuan Palisi Pamong Praja 
sesuai dengan Kebutuhan Dae rah. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Sintang. 

6. Anggaran ... 
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6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten 
Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

7. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural. 

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Sin tang. 

9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan setara 
Eselon II pada instansi Pemerintah Kabupaten Sintang. 

10. Jabatan Administrator adalah Jabatan setara Eselon III 
pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang. 

11. Jabatan Pengawas adalah Jabatan setara Eselon IV pada 
Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang. 

12. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan setara fungsional 
umum pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang. 

13. Pejabat Non Struktural/Pekerjaan Tertentu adalah 
Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai 
Jabatan Struktural yang mempunyai tanggung jawab 
terhadap pekerjaan tertentu. 

14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 
pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan. 

15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah warga Negara Indonesia yang me men uhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh 
pcjabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

16. Pegawai Daerah adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan 
Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah 
Kabupaten Sintang. 

17. Staf adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai 
tanggung jawab jabatan berdasarkan eselonering sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang­undangan yang berlaku. 

18. Guru 
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Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utarna 
mendidik mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, 
menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan 
anak usia dini jalur Pendidikan Formal, Pendidikan 
Dasar dan Pendidikan Menengah. 

19. Jabatan Pelaksana Teknis meliputi PNS yang melakukan 
cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan 
cara dan metode tertentu. 

20. Jabatan Pelaksana Operasional meliputi PNS yang 
melakukan proses kerja yang ditandai dengan 
mengoperasikan sesuatu peralatan/mesin. 

21. Jabatan Pelaksana Administrasi meliputi PNS yang 
melakukan kegiatan Tata Usaha. 

22. Jabatan Pelaksana Pelayanan meliputi PNS yang 
membantu dan melayani dalam bentuk jasa, guna 
memenuhi kebutuhan internal maupun ekt.emal Satuan 
Kerja Perangkat Daerah. 

23. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 
pengawasan keuangan daerah. 

24. Satuan Kcrja Pengelola Keuangan Daerah adalah Sadan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Sintang sebagai perangkat daerah yang selain selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang, juga 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada 
pemerintah dacrah selaku pengguna anggaran/pengguna 
barang. 

26. Layanan Pengadaan yang adalah Pegawai Negeri Sipil di 
Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah dan Anggota 
Kelompok Kerja dari SKPD di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sintang yang melaksanakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang. 

27. Petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang 
selanjutnya disingkat LPSE adalah Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang 
melaksanakan penyelenggarakan sistem pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang secara elektronik. 

28. Kepala ... 
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28. Kepala SKPD adalah pengguna anggaran/pengguna 
barang di hngkungan Pemerintah Kabupaten Sintang- 

29. Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah yang selanjutnva 
disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Darrah Kabupaten Sintang yang 
mempunvai tugas melaksanakan pengelolaan APD dan 
bertindak selaku bendahara umum daerah. 

30. Bendahara Umum Darrah yang swlanjutnya disingkat 
BUD adalah rpala adan engelolaan ruangan dan 
Aset Darrah abupaten Sintang 

I. uasa endahara Umum Darrah vang swlanyutnva 
dsgkat uasa HUD adalah peabat yang dibent kuasa 
untuk melaksanakan swbagan tugas BUD. 

32. Peabat Yang Mcnerima Prhmpahan Mrnyusun 
Rancangan APD dan Rancangan Perubahan AHD 
adalah pejabat pada Satuan Krra Hadan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Suntang vang 
mendapat pehmpahan tugas dan ppD untuk 
melaksanakan tuyas menyusun rancanan AD 
Kabupatern Stang dan raneangan Prrubanan AP?HD 
abupaten Stang swrta prnyendaluan prlaksanaan 
AD bupaten intang. 

33. Peabat ang Menenma Pr!rpahan/Kuasa 
Melaksatkn Aragaran PD adalah Freyabat pada 
Satuan hr:;a Iatan iengrlolaan hruangan dan set 
Darrah yang rnrnttapat prhrpahan tug&as dart Pp 
untuk rnclsat.aan atggatan emuettah 
ab»upaten in1tangy 

34 

5 

eyabat Yang Menerra rhrpaban Mclaksanake 
S+stern Akuntans dan rLuporan hruangan Daera 
atalah le;abat pda Satan hrta Hafan Prengelolan 
ruanan tan. Aset Darrah vang tnendapat prltpatan 
ayat tart kD untuk relaiataan swstet akuntats; 
t[an pr apotan ruatgan dart at swrt 
Infotttai iruafntan tdarrah iemerntah 
Stat 

lratat Yang Mrnrnrna rhrpatan Melak«anal,% 
rt»aka tan rgriolaan Awt iatang Darrah ada,, 
lr;tat pafa iatuan hrr;a Hadan rtgclolaat ·4 reargan 
Lan w Darrah vans tnendapat prltpahan tugas dar 
ip untuk trlaarakan kcbakxan dan pet,, J,, · ' 4ioar wt harang mii dartah leerintah kal 

Siintang oupaten 

feta1ix.an 
kabu paten 
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37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

Analis Produk Hukum Daerah adaJah Kepala Bagian 
Hukum Sekretariat Daerah yang bertugas meneliti, 
menelaah dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah, 
Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama KepaJa 
Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala 
Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang. 

Verifikator Rancangan APBD dan Perubahan APBD, 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran adaJah pejabal pada 
Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk 
melaksanakan verifikasi terhadap Rancangan APBD dan 
Perubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pemerintah 
Kabupaten Sintang. 

Verifikator Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 
adalah pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang 
diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap 
Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah 
Kabupaten Sintang. 

Verifikator Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah 
Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas 
untuk melaksanakan verifikasi terhadap Kas Daerah dan 
Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang. 

Verifikator Laporan Keuangan Daerah adalah Pejabat 
pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Dacrah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk 
melaksanakan verifikasi terhadap Laporan Keuangan 
Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang. 

Verifikator Penerimaan Daerah adalah Pejabat pada 
Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk 
melaksanakan verifikasi terhadap Penerimaan Daerah 
Pemerintah Kabupaten Sintang. 

42. Verifikator Belanja PPKD adalah pejabat pada 
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kabupaten Sintang yang diberi tugas 
melaksanakan verifikasi terhadap belanja 
Pemerintah Kabupaten Sintang. 

Satuan 
Daerah 

untuk 
PPKD 

43. Pell«o» 
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43 [rakswna Trkn irtentanaan fan engendaltan 
A«et Ia.ang Darrah aatah iryabat pafa tatuan krrja 
Lutan irngrlolaan hrattan fan Aswt Darrah 
kabpatrn Stang yang dten tugas untuk 
me sawan ta [rtrneatan dan irngendalwtn 
wt iu. angt baetat rmerntah habupaten Stan 

44 rlksata Tekns Penatausataan dan Penhapusawn 
Ase Harang Darrah adalah +ryabat pada Satuan her 
Hattan Pengelolaan heuangan dan Aswt Darrah 
abupaten Sintang yang dber tugas untu 
melaksaakan tug.as Feratausahaan dan rnghapusan 
Aswt iiarang Darrah Pemenntah kabupaten sintang 

45 Venfikator Produk Hukum Daerah adalah rpala Sub 
Pagan pada Pagan Hukum Sekretarat Darrah van 
bertugas melakukan ventikast terhadap Produk Hukurn 
Daerah +emenntah habupaten Suntan 

46 Korektor Rancansan APD dan Perubahan AHD, 
Dokumen Pelak saiaan Argaran dan Dokumen 
Pe[ksaaan Ferubahan Angaran adalah pegawa pada 
iatuan hera Hattan erelolaan etaman dan Aset 
Daerah abupaten Sintamy van «her tuas untuk 
menoteks Rane anan AAI dan Perubahan AP4D), 
Dokumen Pelaksanaan Anyaran dan Dokumen 
elksatttaan Perubahan Anyaran Pemerintah 

habapaten sitang 

47 KoIektor Penerbitan Surat ermntah Peneairan Dana 
adalah peaw paa Satuan herja Hadan Penelolaan 
heuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang vang 
dben tugas untuk mengoreks Penertitan Surat Perintah 
Pencaran Dana Pementah habupaten Sintang. 

48. Korektor Kas Daerah dan Pembiavaan Daerah adalah 
pegawai pada Satuan erja Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah abupaten Sintang vang diberi tugas 
untuk mengoreksi Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah 
Pemenintah Kabupaten Sintang. 

49. Korektor Laporan Keuangan Daerah adalah pegawai pada 
Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Sintang Yang diberi tugas untuk 
mengoreksi Laporan Keuangan Daerah Pemerintah 
abupaten Sintang. 

50. Korektor Penerimaan Daerah adalah pegawai pada 
Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk 
mengoreksi Penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten 
Sintang. 

5 I. Korektor ... 



51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 
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Korektor Gaji PNS adalah pegawai pada Satuan Kerja 
Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Sintang yang diberikan tugas mengoreksi Gaji 
PNS Pemerintah Kabupaten Sintang. 

Pengelola Teknis Perencanaan dan Pengendalian 
Aset/Barang Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja 
Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Sintang yang diberi tugas melaksanakan 
Perencanaan dan Pengendalian A set/Barang Dae rah 
Pemerintah Kabupaten Sintang. 

Pengelola Penatausahaan dan Penghapusan Aset/Barang 
Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja Sadan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Sintang yang diberi tugas melaksanakan Penatausahaan 
dan Penghapusan Aset/Barang Daerah Pemerintah 
Kabupaten Sintang. 

Korektor Produk Hukum Da~rah adalah pegawai pada 
Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang bertugas 
mengadministrasi, mengoreksi dan mendokumentasi 
Produk Hukum Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang. 

Satuan Tugas Pemadam Kebakaran adalah Pegawai 
Negeri Sipil pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan 
Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang. 

Petugas Khusus Kearsipan adalah Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang 
bertugas mendata, mengelola, menata dan menyimpan 
berkas surat dinas. 

Korektor Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan 
Desa adalah Pcgawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemcrintah Kabupaten Sintang pada Satuan Kerja 
Kantor Camat yang bertugas untuk melaksanakan 
pendampingan dan bimbingan terhadap pengelolaan 
keuangan Desa di wilayah Kecamatan. 

Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan 
tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat 
yang berwenang dan mengikat secara umum. 
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Tambahan Penghasilan adalah Penghasilan Pegawai 
Negeri Sipil di luar Gaji dan Tunjangan yang diberikan 
oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil 
berdasarkan perhitungan terpadu dengan 
mempertimbangkan kriteria beban kerja, tempat 
bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi 
kerja sesuai dengan pertimbangan obyektif dan 
kemampuan keuangan daerah dalam rangka 
peningkatan kesejahteraan sesuai ketentuan Perundang­ 
undangan yang berlaku. 

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah 
Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas­ 
tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. 

61. 

62. 

Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 
adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai 
Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada 
di daerah memiliki tempat kesulitan tinggi dan daerah 
terpencil. 

Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah 
Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada 
lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. 

63. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 
adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai 
Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki 
keterampilan khusus dan langka. 

64. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 
adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai 
Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai 
mempunyai prestasi kerja. 

65. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan 
geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang 
batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 
administratif dan atau aspek fungsional. 

66. Daerah terpencil atau terbelakang, adalah 
daerah/perdesaan atau pulau atau pesisir yang 
umumnya secara geografis relatif sulit dijangkau karena 
letaknya yang jauh di pedalaman/ 
perbukitan/kepulauan/pesisir serta sulit mendapat 
akses jaringan komunikasi dan transportasi. 

67. Bendahara ... 



.. 

67. Bendahara penerimnan adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uan 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 
pada SKPD. 

68. 

69. 

70. 

Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan dan mempertanggungiawabkan uang 
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD. 

Dokter Umum adalah pegawai negeri sipil di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi 
pendidikan kedokteran dan belum memiliki kualifikasi 
pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu, serta 
bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten 
Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade 
Mohammad Djoen Sintang. 

Dokter Gigi adalah pegawai negeri sipil di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi 
pendidikan sebagai dokter gigi serta bertugas di 
lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan 
Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen 
Sin tang. 

71. Dokter Spesialis adalah pegawai negeri sipil di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang 
memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan telah 
memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis 
penyakit tertentu, serta bertugas di lingkungan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum 
Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang. 

72. Dokter Hewan adalah pegawai negeri sipil di Iingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi 
pendidikan sebagai dokter hewan dan menjalankan 
ugas pokok secara fungsional sebagai dokter hewan. 

73. Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 1 adalah PPKD. 

74. Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 2 adalah Asisten di 
Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. 

75. Pimpinan ... 
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Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 3 melipu ti Pengguna 
Anggaran pada lnspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas 
Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas 
Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, Dinas Pertanian, Peternakan dan 
Perikanan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebersihan, 
Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, Badan 

Kepegawaian Daerah, Sadan Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
Sadan Pengelota Perbatasan dan Badan Pelaksana 
Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan 
Ketahanan Pangan. 

Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 4 metiputi Staf Ahli 
di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Pengguna 
Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif, Dinas Pertambangan dan Energi, 
Sadan Lingkungan Hidup, Satuan Palisi Pamong Praja, 
Sadan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpad u Satu 
Pintu dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa. 

77. Administrator Kclompok 1 meliputi Pejabat Penerima 
Pelimpahan Pelaksanaan Anggaran PPKD dan Analis 
Produk Hukum Daerah. 

78. Administrator Ketompok 2 meliputi Kepala Kantor Arsip 
dan Perpustakaan Daerah, Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Kantor 
Kesatuan Bangsa dan Politik, Camat di Kecamatan 
Wilayah 2, Kepala Bagian Di Lingkungan Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris pada 
Inspektorat, Dinas Pekerjaan Um um, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Perdagangan 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, p; " 
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, pihas "? 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas pa,,_" 
Pete take d; Pe ik . ram1an :rna can 1an erikanan, Dinas Pendapatan Daerah. 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Di; Kebe ihe Pe i, inas ersnan, 'ertamanan dan Pemadam Kebale 
Badan Kepegawaian Dacrah, Badan Ketuarga rs,,"" 
dan Pemberdayaan Perempuan, Badan 2ana 
Perbatasan dan Badan Pelaksana' Penyutuh 

:,:enge.lola 
Perikanan, Kchutanan dan Ketahanan Pangan _Tanian, 

79. Administrator ... 
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Administrator Kelompok 3 meliputi Camat di Kecamatan 
Wilayah I, Sekretaris pada Dinas Pemuda, Olahraga, 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pertambangan 
dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, Badan 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 
Desa. 

Administrator Kelompok 4 meliputi Kuasa BUD, Pejabat 
Yang Menerima Pelimpahan Menyusun Rancangan APBD 
dan Rancangan Perubahan APBD, Pejabat Yang 
Menerima Pelimpahan Melaksanakan Sistem Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pejabat Yang 
Menerima Pelimpahan Melaksanakan Sistem Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Pejabat Yang 
Menerima Pelimpahan Melaksanakan Kebijakan dan 
Pengelolaan Aset/Barang Daerah. 

Administrator Kelompok 5 meliputi Sekretaris Satuan 
Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang pada Inspektorat, 
Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas 
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas 
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian, 
Peternakan dan Pcrikanan, Dinas Pendapatan Daerah, 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas 
Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, 
Badan Kepegawaian Daerah, Badan Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
Badan Pengelola Perbatasan dan Badan Pelaksana 
Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan 
Ketahanan Pangan, Rumah Sakit Umum Daerah dan 
Sekretaris Kecamatan Wilayah 2. 

Administrator Kelompok 6 meliputi Sekretaris Kecamatan 
Wilayah I, Kepala Bidang pada Dinas Pemuda, Olahraga 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pertambangan 
dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, Satuan Polisi 
Pamong Praja, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dan Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 

83. Pengawas ... 
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Pengawas Kelompok I meliputi Verifikator Rancangan 
APBD dan Perubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan 
Anggaran, Verifikator Penerbitan Surat Perintah 
Pencairan Dana, Verifikator Kas Daerah dan Pembiayaan 
Daerah, Verifikator Laporan Keuangan Daerah, 
Verifikator Penerimaan Daerah, Verifikator Belanja PPKD 
Pelaksana Teknis Perencanaan dan Pengendalian 
Aset/Barang Daerah, Pelaksana Penatausahaan dan 
Penghapusan Aset/Barang Daerah, dan Verifikator 
Produk Hukum Daerah. 

Pengawas Kelompok 2 meliputi Lurah, Kepala Seksi 
Kecamatan Wilayah 2, Kepala Sub Bidang/Kepala Sub 
Bagian/Kepala Seksi/ Kepala Unit Pelaksana 
Teknis/Pejabat Penatausahaan Pengguna 
Sarang/Pejabat Penatausahaan Keuangan pada 
Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas 
Pekerjaan Umum, Sadan Perencanaan Pembangunan 
Oaerah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas 
Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, Dinas Pertanian, Peternakan dan 
Perikanan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebersihan, 
Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, Sadan 
Kepegawaian Daerah, Badan Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
Badan Pengelola Perbatasan, Badan Pelaksana Penyuluh 
Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan 
Pangan, Rumah Sakit Umum Daerah. 

Pengawas Kelompok 3 meliputi Kepala Seksi Kecamatan 
Wilayah 1, Kepala Sub Bidang/Kepala Sub 
Bagian/Kepala Seksi/ Kepala Unit Pelaksana Teknis 
/Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang/Pejabat 
Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pemuda 
Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas 
Pertambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup 
Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu Bad 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan ,_" 
Kantor irsip dan Perpustakaan Daerah, Baa,t, 

Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik. 

86. Pengawas ... 
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Pengawas Kelompok 4 meliputi Kepala Sub 
Bagian/Pejabat Penatausahaan Pengguna 
Barang/Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan, 
Sekretaris/Kepala Seksi/Pejabat Penatausahaan 
Keuangan Kelurahan dan Kepala Sub Bagian Unit 
Pelaksana Teknis. 

Jabatan Fungsional Kesehatan meliputi Pegawai Negeri 
Sipil yang memiliki jabatan fungsional tertentu pada 
bidang kesehatan yang bertugas di Lingkungan Dinas 
Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas 
Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten 
Sintang. 

Jabatan Fungsional Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah meliputi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki 
jabatan fungsional tertentu sebagai aparat pengawasan 
intern pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang. 

Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya meliputi Pegawai 
Negeri Sipil yang memiliki jabatan fungsional tertentu 
pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sintang. 

Kecamatan Wilayah l adalah Kecamatan Sintang, 
Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kecamatan 
Binjai Hulu, Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan 
Ketungau Hilir, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan 
Sepauk dan Kecamatan Tempunak. 

Kecamatan Wilayah 2 adalah Kecamatan Ambalau, 
Kecamatan Serawai, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan 
Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu. 

92. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten 
Sintang. 

BAB II 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI 
PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Pasal 2 

) Pemerintah • 
egas . iabupaten Sintang memberikan Tambahan Penghasilan bagi 
.t";Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sintang atas 

PBD Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2017. 

Tan»a. 
bera._'n Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
si,,""kan beban kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

& pada bulan Januari 2017. 

(3) Tambahan .. , 
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pahan Penghasilan sebagaimana dimak « 1",~n sepanjang telah dianggarkan ,"" pada ayat () dan ayat (2), 
$,[[th Aaesaran 2oi7. am APBD Kabu paten sintang 

Pasal 3 

b gaimana dimaksud dalam Pasal 2 ps sea8 Dahan penghasilan. ayat (1), hanya dapat menerima l 
(gatu jenis tamt 

Pasal 4 

Besarnya Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam 
peal 2 ayat (I) dan ayat (2), diberikan berdasarkan standar maksimal 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Daftar Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(3) Daftar Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam 
Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 5 

Ill Tarnbahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (I) 
diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sin tang yang 
masih aktif bekerja, kecuali PNS yang tugas belajar, bebas tugas dan cuti 
di luar tanggungan Negara. 

(2) PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan 
tugas di luar Pemerintah Kabupaten Sintang tidak diberikan Tambahan 
Penghasilan. 

(3) PNS dari Luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang 
melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, 
diberikan Tambahan Penghasilan selama yang bersangkutan tidak 
mendapat Tambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah asalnya. 

(4) Pegawai yang berstatus CPNS diberikan Tambahan Penghasilan sejak 
penempatan yang bersangkutan berdasarkan surat tugas yang ditetapkan 
oleh pejabat yang berwenang dengan bcsaran 80% (delapan puluh persen) 
dari Tambahan Penghasilan PNS scbagaimana tercantum dalam 
Lampiran I. 

l5) Terhadap Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 avat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan 
Yang berlaku. 

BAB III ... 
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BAB II 

TATA CARA PEMBAYARAN 
Pasal 6 

pNS yang tidak masuk kerja 
(I dipertanggungjawab_kan dan atau sedan�anpa alasan yang dapat 

tambahan penghasilan PNS dipoton% dalam proses hukum, maka 
persen) setiap harinya. Sebesar 2,5 % (dua koma lima 

(21 PNS yang tidak masuk kerja selama 15 (I" . . 
dalam l (satu) bulan tanpa al¢ Ima belas) hari kerja atau lebih 

asan yang dapat dipertanggungja 1bkan 
dan/atau sedang dalam proses hukum, maka te 1bah. 'awat 
tidak dibayarkan. ' tamt an penghasilan 

(3) Absensi masuk kerja PNS bulan sebelumnya menjadi dasar perhitungan 
dan pertanggungjawaban pembayaran tambahan penghasilan PNS. 

(4) Format absensi masuk kerja PNS sesuai dengan format absensi yang 
diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang. 

(5) Kepala SKPD/Unit kerja membuat dan bertanggung jawab terhadap 
rekapitulasi daftar PNS yang tidak hadir pada bulan sebelumnya sebagai 
dasar pengajuan pembayaran. 

(6) Pemberian Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara di tempat 
PNS ditugaskan sesuai dengan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Sintang. 

(7) Besaran Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) berdasarkan atas be ban kerja pada bulan Januari 2017 dan tempat 
PNS ditugaskan sesuai dengan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Smtang 
Nomor 5 Tahun 2013. 

(8) Mekanisme pengajuan pembayaran tambahan 
bendahara pengeluaran SKPD dilakukan sesua1 
Pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. 

penghasilan oleh 
dengan peraturan 

BAB IV ... 
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BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 7 

: pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri dari Instansi Vertikal 
Ba8' ~ertugas di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
ya_,,,ah Daerah Kabupaten Sintang dapat diberikan Tambahan pemer .. di 

ghasilan sebagaimana limaksud dalam Pasal 2, dengan besaran 'LS setisih antara besaran uang lauk pauk ditambah dengan besaran 
g kehormatan atas biaya APBN dengan besaran uang Tambahan 

[Lu.ghnasilan atas biaya APBD Kabupaten sintang. 

121 Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas di 
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sintang dan Badan 
Narkotika Nasional Kabupaten Sintang dapat diberikan Tambahan 
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5, dengan 
besaran adalah selisih antara besaran uang makan atas biaya APBN 
dengan besaran uang Tambahan Penghasilan atas biaya APBD Kabupaten 
Sintang. 

(3) Para Kepala Bidang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah menduduki jabatan struktural 
eselon lll.a sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sintang 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Sintang, diberikan tambahan penghasilan dalam jabatan 
Administrator Kelompok 2 atau Administrator Kelompok 3 sesuai pada 
SKPD yang bersangku tan bertugas. 

BABV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 8 

(l) Peraturan Bupati ini hanya berlaku untuk pembayaran Tambahan 
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sintang atas beban kerja bulan Januari Tahun 2017. 

f?) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pelaksanaan 
'raturan Bupati Sintang Nomor 141 Tahun 2016 tentang Tambahan 
[S&hasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah 
PUpaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
acrah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 tidak berlaku untuk 

PSmberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di 
"Sungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas beban kerja bulan 

ari 2017. 

Pem... 
, eran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di 
,""Sungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas beban kerja setelah 
," Januari Tahun 2017 akan diatur dengan Peraturan Bupati 

ndiri. 

BAB VL ... 
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. aratu.ran 
tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

ga ";engan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. gupat 
Ditetapkan di Sintang 
pada tanggal 13 Februari 2017 

BUPATI SINT 

Diundangkan di Sintang 
pada tanggal 13 Februari 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 

YOSEPHA HASNAH 
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 10 

/ 
\JAROT WINARNO 
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al. Direltur RSUD 
i Kelompok1_ 

6.100.000.00 

p. PENG4WAS 2.460.000,00 

elompok 
43.670.000,00 

]e ibNisTRATOR 3.490.000,00 

�I 

@st; I 3i5ii3] ]]4 eompok3_ 
2.990.000,00 

[, a elmpok4 2800.000.00 

Kelompok5_ 
2.770.000,00 

Kelompok.6_ 2560.000.00 

] 250000.00 2.SB0.000,00 

] ?380000.00 2.430.000,00 

' ] 2240.000.00 2290.000,00 

­ 
""I 1 _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- -- _- _- _- _- _- _- _- _­_­it_­ .....=, 22.130.000.00 ah? 2180.000.00 

,_....:_=­­­=­­­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­t­ 1� 2.·110000.00 en wean2 l?"?"""" ) Tewaroi 

z iB4TAN FUNGSIONAL TERTENTU 
JAB~TAN FUNGSIONAL KESEA1AN } l 
a). Dokter Umum 

- Doter Umum Instalasi Gawat Darurat RSU!_ ]5.250.00.] 
- Dokter Umum Non instalasi Gawat Darrat RSUD 5.000.000.00 

l ·Doiter Urum Dinas Kesehatan Wilayah1] 4.250.000.0] 
l • Dokt er Umum Dinas Kesehatan Wilayah2 4.000.000,00 

b). Doter Gigi R$SUD ls,,,L 
] ·Doiter GigiRSUD 5.000.000.00 

l· Dokter Gigi Oinas Kesehatan Wilayah 1 ]4250.000.00 

;Dokter Gigi Dinas Kesehatan Wiayah2 4.000.000.00 

] c) Doiter Medik Spesialis Dasar RSUD 18.000.000.00 
]") Dotter Medi Spesiatis Penunjang, Medik Spesials Lain, Medi Spesialis Gigi dan Mult 16.500.000.00 

] e) Dotter Hewan 1.800.000.00 
• AM Utama 

t Kecamatan Wilayah 1 ­ . 
h - Kecamatan Wilayah 2 ­ 
� g) Ahli Madya 

­ 
C . Kecamatan Wilayah 1 ...... ­ Kecamatan Wilayah 2 ...... h). Ahli Muda ­ ­ . ecamatan Wilayah 1 ...... - - Kocaratan Wilayah 2 

l). AhMp% ­ 'ertama 
. ecamatan Wilayah 1 

h • Kecamatan Wilayah 2 h. ll fa 

...... . Terampi Penyeia . Kecaratan Wilayah 1 ....... . Kecamatan Wilavah 2 

"­..._ 



1.520.000,00 
1.335.000,00 
1.245.000,00 
1.100.000,00 
1.015.000,00 

1.890.000,00 
1.650.000,00 

2.110.000,00 

2.030.000,00 
2.080.000,00 

h) Terampil Pemula 

Ahli Pertama 
T Penveia el 
Tergmpl Pelaksana Lanjutan 
T Pelaksana 

) Ahli Madya 
e Ahli Muda 

_... ;000267_ 
/ URAAN iRGs#TUN 

Imo h w] 2 
}a~iaksana Lanjutan 3 
1.1aran wr 1 
{ carats wma? 
]-ffe Pelaksana 
1 . ecamatan Wiayah!] 1890.000.00] Lisi t 53333 L 1.940.000.00 
LA if Pemula 

r v3 T3ii Ll eAaatan Wilayah2 1.810.000,00 
1 eCam 1.860.000,00 

[i sufA FUNGSiONAL APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH 
° ~swuame 

¢. JAB~TAN FUNG SIONAL TERTENTU LAINNYA 
al. Ahli Utama 
II ·tsss!'} 1 2g9.g9] - Kecamatan Wilayah2 2.080.000,00 

b) AM Madya .makaawa; }sis0o0o] 
­ Kecamatan Wiayah2 1.865.000,00 

c). Ahli Muda 
­ ecameta warn! ] }2]99g8] 
­ Kecamatan Wiayah.2 ] 16.000] 

d\. Ahli Pertama 
- Kecamatan Wilavah 1 
- Kecamatan Wilavah 2 

e). Te Penvelia 

1.475.000,00 
1.525.000 00 

Kecamatan Wilavah1 1.290.000.00 
]Is_ecamatanWiayah2 l13M0.0oo.oo] 

h fear@i Pesisana tanjuta 
- Kecamatan wiayah!la.] 
­ Kecamatan Wilayah2 1.250.000,00 

g). T Pelaksana 
· Kecamatan Wiayah1l1Coo.a.0] 

J _ecamatan Wilayan2 } 1100.0oo.oo] h] Terp% ­­7 · Pemula 

980.000,00 
1.050.000,00 

a. Kecamatan Wilavah 1 

· Kecarratan wayan.1.]}?'?&] 
·Kecamatan Wilayah 2 1.065.000,00 

1). 1. Kepala Sekolah SD/MI/SMP/MT s/Instruktur LK Non Sertifikasi 

b. Kecamatan Wilavah 2 
2. Sekolah SD/MI/SMPIMTsInstruktur LK Sertifikasi 

[lid5tizz..-.EE] bKecamatan Wiayah2 1.025.000,00 
l 1. wait Sekolah SD/MI/SMP/MT s/Instruktur LK Non Sertifiasi 4. ;z!I {{ 4,Rz"?_.s.aves.. ]1sooo.go] 

D.2 Waki Kepala Sekolah SD/ML/SMP/MT S/Instruktur LK Sertifikasi r­­. } ·eat any ]{"8 
p] becamatan Wiayah2 980.000,00 
l 1 Gun SD/ii/5Mp/Mr siinstruktur LK Non Sertifkasi 

«faecamaia wtajan1 ]$55.000.00 
?Meeagala waya2 950.000.00 

2. Guru.. 
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URAIAN HARGA SATUAN 
/ 2 (Rel 
0 

a sos~MTsiinstruitr [K Sernas 3 
'1' 5%rt " 750.000,00 
/ % Kecamatan wilayah 2 925.000,00 - as sei@ah Pen Pus 

pen;a .- - '%canatan wlayah.1 875.000,00 . - Kecamatan Wilayah 2 
L- --- . 1.025.000,00 

L- ­ ­~, uNGSIONAL UMUM 
h z+us ews L- 
L- a Kelompokl 1.630.000.00 
L- 8. kelompok? 1.420.000,00 
L­ e Kelompok ? 1.370.000,00 
� Kelompo ­­­­.­­ 1.350.000,00 
� @. Bendahara Pembantu Pada Dinas Pendidikan 

. Kecamatan Wilayah 1 750.000,00 
� Kecamatan Wilayah 2 930.000,00 

, Pembant Pengurus Barang Pengguna pada Cabang Dinas & Sekolah 
. Kecamatan Wilayah 1 775.000,00 
. Kecamatan Wilayah 2 975.000,00 

8. JAB~TAN PELAKSANA OPERASIONAL 
a). Kelompok 1 - 1.310.000,00 
b) Kelompok? 1.080.000,00 
c). Kelompok 1.055.000,00 

• JABATAN PELAKSANA ADMINISTRASI 
a). Keiompok 1 925.000,00 
b). Kelompok 2 855.000,00 
¢) Stat/Penjaga Sekolah -· . Kecamatan Wilayah 1 700.000,00 -· ·- ­ ­ . Kecamatan Wilayah2 840.000,00 ­­ 

-·- ­ D. JABATAN PELAKSANA PELAYANAN 
a). Ajudan Bupat, Wakil Bupati dan Kena pppp 1.600.000,00 
b). Stat Khusus Pengawalan Internal Bupati dan Wakil Bupati -·� 1.600.000,00 
c) Sopir Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD 1.200.000,00 
d) Kelompok1 800.000,00 
e) Kelompok 2 ­­· ­ 

­ 775.000.00 
T usATw urn ­ ­ ­­ ­ 

A UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA 
a) Kepala ULP ­­ 4.000.000,00 
b) Seiretars ULp ­ ­ 3.750.000.00 

t ,°gota Kelompok Kera uLP 3.250.000, 00 
]. ° lAYANAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK (LPSE) 

3) Kepal LPSE 3.750.000, 00 
b) Seirer2rs LPSE ­ ­ ­­­­ 3.500 000, 00 

t. -l AggotaLPSE ­­ ­ 
3.250.000, 00 ..._ ­­­ ­ -- ­ 

BUPATI Sim 
At{. 

IJ 

{ / I 

[JAROT WINARNO 


